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BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA
Telepon : (0622) 331033 Fax : (0622) 331177 Kode Pos : 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 2-1 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 22 TAHUN

2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah
Tahun 2019 memuat arah kebijakan pembangunan
daerah yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah
untuk memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf ‘a’ dan huruf ‘b’ di atas,
dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati
Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Simalungun Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana
Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2019.



Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
°erencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Mengingat
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4.

5.
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan

7.

8 .

9.
Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;



11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588) ;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Perimbangan (Lembaran Negara Republik

2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Dana
Indonesia Tahun



20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2016 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ;

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 Nomor 12 Seri “D” Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2007 Nomor 5 Seri “D” Nomor 5) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan
Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri “£)”
Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Republik
114, Tambahan



31. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 201.6
Nomor 4 Seri “D” Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017
Nomor 7 Seri “D” Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor* 3
Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolok
Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2017 Nomor 3 Seri “D” Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018
Nomor 8 Seri “D” Nomor 8);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi
Usulan dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui
Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

39. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Pada
Organisasi Badan - Badan, Inspektorat Kabupaten dan
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei
Mangke Kabupaten Simalungun (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 323);

40. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 35 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 369)

^
,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Simalungun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 35 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 381);

41. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018
tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2018 Nomor 351).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 22
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Keija Pemerintah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 355),
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2
Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun Tahun 2019 adalah sebagai dasar
perumusan rancangan akhir Rencana Organisasi Perangkat
Daerah Perubahan (Renja Perubahan OPD) Tahun 2019,
penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD
(KUA) Perubahan dan rancangan Perubahan Prioritas dan



Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga

Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten
Simalungun.

(1)

Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan
sitematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2 )

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka hal-hal
terkait sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Bupati
Simalungun Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana
Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2020 masih tetap berlaku sepanjang
pelaksanaannya.

(3)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 MEi 2019

BUPATI SIMALUNGUN
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BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA- SUMATERA UTARA
Telepon : (0622) 331033 Fax : (0622) 331177 Kode Pos : 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 2-I TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 perlu

1 dilakukan perubahan;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019 memuat arah kebijakan pembangunan daerah
yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk*

memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf ‘a’ dan huruf ‘b’ di atas, dipandang perlu
membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daera'h
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;



2. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

’ dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700) ;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

« 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1.
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

A Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran



Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun
2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 12 Seri “D” Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007
Nomor 5 Seri “D” Nomor 5) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri “D” Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016
Nomor 3 Seri D Nomor 3); •

31. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri
“D” Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri “D” Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolok Masagal
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017
Nomor 3 Seri “D” Nomor 3);



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019
Nomor 381) ;

41. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018
tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun
(Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor
351).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 22 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2019.

Menetapkan

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor
22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2018 Nomor 355), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Simalungun Tahun 2019 adalah sebagai dasar perumusan
rancangan akhir Rencana Organisasi Perangkat Daerah
Perubahan (Renja Perubahan OPD) Tahun 2019, penyusunan
rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan
dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga

Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten
Simalungun.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan sitematika
penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH



BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(3) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka hal-hal terkait
sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Bupati
Simalungun Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Keija
Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
Anggaran 2020 masih tetap berlaku sepanjang
pelaksanaannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal 3\ 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 332.


